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ABSTRAK 
 

Kebebasan beragama merupakan anugerah Tuhan kepada setiap individu  
yang tidak dapat dihapus. Kebebasan ini harus dilindungi oleh perorangan, 
lembaga agama, maupun lembaga sekuler yang lain—termasuk oleh negara. 
Kebebasan beragama tidak boleh dihilangkan bahkan dalam situasi darurat 
sekalipun. Negara berperan penting dalam menjamin agar kebebasan beragama 
dapat dinikmati oleh seluruh warga negara secara setara dan hakiki. Pembatasan 
negara terhadap kebebasan beragama lewat undang-undang hanya dibenarkan 
sejauh untuk menjaga keselamatan masyarakat, melindungi tatanan masyarakat, 
menjaga kesehatan masyarakat, menjaga moral, dan menjaga hak dan kebebasan 
orang lain. Untuk konteks Indonesia keharusan negara untuk menjamin dan 
melindungi kebebasan beragama penduduk merupakan tuntutan Pasal 28E ayat (1) 
dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) 
Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 18 Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak- 
hak Sipil dan Politik. Namun, Pemerintah Indonesia pada era Demokrasi 
Terpimpin pernah mengeluarkan Penpres No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penpres ini lantas dikukuhkan 
menjadi UU No. 1/PNPS/1965 dan digunakan oleh berbagai rezim sampai kini 
sebagai payung hukum dan pembenar bagi pengawasan negara terhadap agama 
dan keyakinan masyarakat. UU No. 1/PNPS/1965 ini oleh sebagain kalangan 
dianggap bukan sebagai pengaturan namun sebagai kontrol negara yang 
kontraproduktif terhadap kebebasan bergama.   

Penelitian kepustakaan ini menganalisis UU No. 1/PNPS/1965 dari 
perspektif politik hukum dan kebebasan beragama untuk menyingkap corak 
politik di balik penerbitan dan pelestarian UU No.1/PNPS/1965, karakter hukum 
UU No. 1/PNPS/1965, dan pengaruh karakter material hukum UU tersebut 
terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Politik Hukum 
memandang politik sebagai faktor mandiri dan hukum sebagai faktor terpengaruh 
di mana corak politik demokratis akan memunculkan produk hukum berkarakter 
otonom sementara corak politik otoriter akan menghasilkan produk hukum 
berkarakter represif. Kebebasan beragama bukan kebebasan yang mutlak. 
Kebebasan beragama dapat dibatasi secara eksternal dengan perundang-undangan 
dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat (public safety), ketertiban 
masyarakat (public order), kesehatan masyarakat (public health), moral 
masyarakat (public morals), dan hak-hak/kebebasan mendasar orang lain   

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No.1/PNPS/1965 lahir dari rahim 
pemerintahan rezim Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno yang corak 
politiknya bersifat otoriter. Karena lahir dari corak politik yang otoriter maka 
karakter hukum UU No.1/PNPS/1965 bersifat represif. UU No.1/PNPS/1965 
disusun secara sentralistik dan lebih mewakili kepentingan penguasa ketika itu 
dalam rangka menjamin keberlangsungan rezim ketimbang sebagai perundang-
undangan yang memang sungguh-sungguh diniatkan untuk menciptakan 
kerukunan di antara umat beragama atau melindungi ketentraman umat beragama.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Dalam peta negara-bangsa di dunia, Indonesia merupakan fenomena 

tersendiri. Dari aspek geografis, Indonesia menempati ribuan pulau besar dan 

kecil yang terbentang dari Semenanjung Malaya sampai Selatan Australia. Dari 

aspek penduduk, Indonesia merupakan negara majemuk, baik dalam hal suku, 

agama, ras, maupun golongan.1 Kemajemukan penduduk Indonesia tentu saja 

dapat menjadi modal sangat potensial sebagai daya penyatu bagi kemajuan dan 

kebesaran bangsa Indonesia jika ia dikelola dengan baik dan benar. Sebaliknya, 

kemajemukan ini dapat menjadi daya pemecah dan sumber konflik jika ia tidak 

diurus secara tepat dan benar pula.2 

        Dari sekian unsur kemajemukannya, unsur agama dan keyakinan merupakan 

unsur paling penting. Hal ini karena beragama dan berkeyakinan merupakan salah 

satu kebutuhan mendasar (asasi) setiap individu dalam kehidupannya sehari-hari. 

Di samping itu, beragama dan berkeyakinan merupakan soal pilihan bebas 

individu yang tidak dapat dipaksakan oleh perorangan, komunitas, lembaga 

agama, maupun lembaga sekuler yang lain. Jaminan terhadap kebebasan 

beragama dan berkeyakinan, untuk kasus Indonesia, telah secara tegas 

diamanatkan oleh UUD ’45, terutama oleh Pasal 29 ayat ( 2). Selain itu, Indonesia 

                                                 
1Robert von Heine-Gelden, “Republic of Indonesia”, dalam William D.  Holsey dan 

Bernard Johson (ed.), Collier’s Encyclopedia, Vol. XII, (New York: Macmillan Educational 
Company, 1988), hlm. 699-702. 

2M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar dan Konsep Umum Sosial (Bandung: P.T. 
Eresco, 1995). hlm. 229. 
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bersama banyak negara lain di dunia telah pula meratifikasi Kovenan HAM yang 

di antaranya menyebutkan bahwa hak berpikir, berekspresi, dan berkeyakinan 

adalah hak-hak dasar yang tidak dapat dihapus atau dibatalkan oleh apapun dan 

siapapun (underogable rights). Kovenan tersebut hanya membolehkan pengaturan 

negara sepanjang demi menjamin terlaksananya hak-hak dasar manusia. 

        Secara resmi, negara hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, 

Hindu, Budha, Katolik, dan Konghucu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di 

dalam maupun di luar agama resmi itu, hidup beragam varian dan model 

keyakinan dengan ratuasan bahkan ribuan penganut mereka. Di Islam sendiri, 

misalnya, ada banyak sekte dan keyakinan dengan berbagai ajaran yang kadang 

tampak koheran dengan ajaran arus utama, namun kadang tampak bertentangan 

dengannya. Namun, sekali lagi, keberadaan beragam agama dan aliran yang 

tampak menyimpang dari arus utama ini merupakan kenyataan real yang dijamin 

hak hidup dan keberlangsungannya, baik oleh UUD ’45 maupun Kovenan HAM. 

        Namun dalam praktek tidak seperti itu. Pemerintah Indonesia pernah 

mengeluarkan UU yang justru tampak bertentangan dengan tata aturan yang lebih 

tinggi dan kontraproduktif dengan realitas kemajemukan yang ada. Undang-

undang tersebut tidak lain adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dikeluarkan pada 29 Januari 

1965 (era Demokrasi Terpimpin).3 Pasal 1 Undang-undang tersebut tegas 

                                                 
3Awalanya, UU tersebut hanya berupa Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965. Kemudian 

pada masa Orde Baru penetapan presiden tersebut dinaikan statusnya menjadi UU No. 
1/PNPS/1965. Dalam kajian ilmu hukum  ada tiga teori yang menjelaskan hubungan antara hukum 
dan politik (kekuasaan). Pertama, teori yang menyatakan bahwa hukum lebih tinggi 
kedudukannya ketimbang politik. Kedua, teori yang menyatakan bahwa politik lebih tinggi 
kedudukannya ketimbang hukum. Ketiga, teori yang menyatakan bahwa hukum dan politik 
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menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum 

menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk 

melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau 

melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan 

keagamaan dari agama itu, yakni penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari 

pokok-pokok ajaran agama.” 

        Terbitnya UU ini diteruskan dengan dibentuknya lembaga Pengawas Aliran 

dan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang mempunyai hak dan kewenangan 

untuk melakukan pengawasan terhadap kepercayaan masyarakat dan penentuan 

mengenai aliran agama mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Kesesatan 

atau kebenaran sebuah ajaran pada akhirnya ditentukan oleh sekelompok orang 

yang tergabung dalam PAKEM. Bahkan, dengan masuknya unsur kejaksaan dan 

kepolisian dalam PAKEM, persoalan kepercayaan seakan-akan telah menjadi 

masalah ancaman dan pidana sehingga perlu melibatkan dua lembaga penegak 

hukum di atas untuk menanganinya. Ini, dalam pandangan penyusun, merupakan 

bentuk atau upaya krimininalisasi terhadap kelompok agama dan kepercayaan 

non-mainstream. 

        Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengamati latar historis di 

balik pembentukan dan pelestarian UU tersebut dan mencermati lagi materi-

materinya, dalam rangka menyingkap logika politik hukum yang melatari dan 

kontradiksi-kontradiksi yang melingkupi. Sungguhpun permohonan judicial 

review atas UU tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, bukan berarti 
                                                                                                                                      
memiliki kedudukan yang setara. Selengkapnya lihat Abdoel Gani, “Hukum dan Politik: Beberapa 
Permasalahan”, dalam Padmo Wahyono (ed.), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 159-160. 
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bahwa kritik terhadap UU tersebut tidak berguna lagi, mengingat UU ini terus 

dilestarikan dan dijadikan pedoman penting oleh pemerintah dalam menangani 

kasus-kasus agama dan aliran non-mainstream, bahkan untuk tahun-tahun 

mendatang. Ini harus dilakukan sebab titik tolak untuk menerapkan sebuah 

undang-undang adalah tidak hanya membaca materinya saja namun juga 

mencermati keseluruhan kompleks sejarah dan semangat zaman yang melatari 

terbentuknya Undang-undang tersebut. 

        Lantaran lahir dari rahim era pemerintahan Demokrasi Terpimpin, maka 

konfigurasi rezim itu berpengaruh pada watak dan karakter UU tersebut. Atau 

dengan kata lain, penelitian ini berasumsi bahwa konfigurasi politik tertentu 

menghasilkan karakter produk hukum yang tertentu pula. Asumsi ini diperkuat 

oleh teori yang mengatakan bahwa politik memiliki kedudukan lebih tinggi 

dibanding hukum, atau dengan kata lain, politik determinan atas hukum. 

Sebaliknya, teori yang menyatakan bahwa politik dan hukum memiliki kedudukan 

yang sama dan saling menguatkan hanya ada pada ranah ideal, sedangkan dalam 

kenyataannya sulit terwujud. 

        Asumsi dasar hubungan antara politik dan hukum ini telah diterapkan oleh 

Moh. Mahfud MD untuk meneliti hubungan antara konfigurasi politik rezim 

dengan produk hukum di Indonesia dalam tiga periode: periode Demokrasi 

Liberal, periode Demokrasi Terpimpin, dan periode Orde Lama. Dia mengambil 

tiga sampel produk hukum yang lahir dari tiga periode tadi, yaitu hukum tentang 

pemerintahan daerah, hukum tentang pemilu, dan hukum agraria. Hasil penelitian 
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Moh. Mahfud MD memperlihatkan bahwa konfigurasi politik suatu rezim sangat 

menentukan karakter produk hukum yang dihasilkannya.4 

        Penelitian ini menerapkan teori itu untuk menelaah UU No. 1/PNPS/1965 

sebagai salah satu produk hukum rezim Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini 

menempuh tiga langkah fundamental yang saling berhubungan: pertama, 

pelacakan terhadap konfigurasi politik lewat rekonstruksi sejarah perpolitikan 

ketika UU No. 1/PNPS/1965 dibentuk dan dilaksanakan; kedua, pencermatan 

ulang terhadap materi UU No. 1/PNPS/1965 untuk melihat pengaruh konfigurasi 

politik yang terjadi terhadap karakter dan materinya dan juga pengaruh karakter 

dan materi UU tersebut terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indoensia; 

dan ketiga, penelitian terhadap sebab-sebab pelestarian pemberlakuan UU No. 

1/PNPS/1965 oleh berbagai rezim sampai sekarang. 

 

D. Pokok Masalah  

Pokok masalah penelitian ini adalah mengapa UU No. 1/PNPS/1965—yang 

meskipun oleh sebagian kalangan keberadaannya dianggap kontraproduktif 

terhadap kebebasan beragama di Indonesia—tetap diberlakukan oleh berbagai 

rezim sampai sekarang. Untuk menjawab pokok masalah itu, penyusun 

merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Konfigurasi politik seperti apa yang terjadi di balik penerbitan dan pelestarian 

UU No. 1/PNPS/1965? 

                                                 
4Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998). hlm. 

381.  
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2. Seperti apa karakter hukum UU No. 1/PNPS/1965 dan pengaruhnya terhadap  

perlindungan kebebasan beragama di Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

        Tujuan penelitian ini adalah mengungkap pengaruh konfigurasi politik 

terhadap karakter hukum UU No. 1/PNPS/1965 dan pengaruh karakter hukum UU 

tersebut terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Dari penelitian 

ini diharapkan menghasilkan gambaran yang cukup memadai tentang alasan-

alasan politik mengapa UU No. 1/PNPS/1965 tetap dipertahankan dan 

diberlakukan oleh berbagai rezim sampai sekarang, tentang determinasi politik 

rezim Demokrasi Terpimpin terhadap materi dan karakter UU No. 1/PNPS/1965, 

dan tentang pengaruh karakter hukum UU No. 1/PNPS/1965 terhadap 

perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini secara khusus 

diharapkan dapat menjadi telaah arternatif yang melengkapi telaah-telaah lain 

yang telah ada mengenai UU No. 1/PNPS/1965 dan secara umum diharapkan 

dapat menyemarakkan gerakan studi hukum kritis dalam rangka menandingi 

dominasi positivisme hukum di lingkungan akademik maupun praktek peradilan.  

 

D. Telaah Pustaka 

        Buku yang agak lumayan membahas latar belakang politik munculnya UU 

No. 1/PNPS/1965 adalah karya Ahmad Baso yang berjudul Islam Pasca Kolonial: 
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Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme.5 Buku ini membahas 

tema besar bagaimana kolonialisme dan liberalisme mengkonstruksi wacana 

keislaman di Indonesia demi kepentingan keduanya. Ahmad Baso, lewat buku ini, 

menyuguhkan sebuah studi keislaman di Indonesia lewat pendekatan teori-teori 

poskolonial. Dari telaahnya, buku ini menjelaskan bahwa sesungguhnya wacana 

keislaman di Indonesia bukan wacana yang steril dari praktek kekuasaan 

kolonialisme dan liberalisme. Kolonialisme dan liberalisme bekerja lewat agama 

demi menundukkan umat Islam lewat wacana pengadopsian hukum Islam, 

birokratisasi agama (pembentukan departemen agama), pengawasan tarekat, 

pembasmian takhayul-bid’ah-churafat (TBC), liberalisasi pemahaman keislaman, 

dan seterusnya. Dalam bahasannya tentang pengawasan pemerintah terhadap 

tarekat/aliran kepercayaan masyarakat, Ahmad Baso menelusuri praktek 

pengawasan tersebut dari masa kolonial hingga ke masa Orde Baru. Menurutnya, 

pada masa Demokrasi Terpimpin pengawasan tersebut mengerucut pada terbitnya 

Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/ 

atau Penodaan Agama—yang kemudian dipelihara dan dikukuhkan menjadi UU 

No. 1/PNPS/1965 oleh rezim Orde Baru. Latar belakang munculnya Penetapan 

Presiden No 1/PNPS/1965 dijelaskan secara agak panjang lebar dalam buku 

tersebut. Penyusun memperoleh banyak bahan dari bahasan buku tersebut, 

terutama tentang sejarah kemunculan Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965.6                    

        Selanjutanya ada dua buku yang membahas “delik agama” dalam KUHP—

Pasal 156a yang tidak lain adalah aturan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965. Buku 
                                                 

5Ahmad Baso, Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan 
Liberalisme (Bandung: Mizan: 2005). 

6Ibid., hlm. 240-243. 
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pertama adalah karangan Supanto berjudul Delik Agama7 dan buku kedua adalah 

karangan Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin berjudul Delik Agama dalam 

Hukum Pidana Indonesia.8 Dalam buku pertama, latar belakang politik di balik 

kemunculan UU No. 1/PNPS/1965 tidak dibahas, yang banyak dibahas adalah 

peran agama dan hukum pidana dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan 

perundang-undangan mengenai tindak pidana agama, dan telaah perbandingan 

tindak pidana agama di berbagai negara dalam kaitannya dengan proyeksi 

pembaharuan KUHP. Buku kedua membahas tema-tema, antara lain: sejarah 

hukum pidana di Indonesia, sejarah singkat kemunculan dan penerapan Pasal 156 

dan 156a KUHP, dan tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan dan manfaat 

Pasal 156a KUHP. Dalam buku kedua tersebut latar belakang politik kemunculan 

UU No. 1/PNPS/1965 dan karakter hukumnya tidak dibahas, yang dibahas hanya 

asal usul Pasal 156a KUHP, kaitan pasal tersebut dengan Pasal 156 KUHP, 

penerapannya pada sebuah kasus yang diduga sebagai tindak pidana penodaan 

agama di PN Purwakarta pada tahun 1979, dan bagaimana hukum Islam 

memandang penerapan Pasal 156a KUHP itu. Tidak dibahasnya konfigurasi 

politik di balik kelahiran UU No. 1/PNPS/1965 dan pengaruhnya terhadap 

karakter hukum UU tersebut dalam kedua buku ini dapat dimaklumi karena kedua 

bukunya memang tidak memakai pendekatan politik hukum dalam 

pembahasannya terhadap delik agama.            

        Ada satu buku yang membahas tentang kebebasan beragama dan sampai 

taraf mana intervensi negara terhadap kebebasan beragama dapat dibenarkan baik 
                                                 

7Supanto,  Delik Agama (Surakarta: UNS Press, 2007). 
8S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia 

(Bandung: Penerbit Angkasa, 1982). 
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secara teoritis maupun yuridis konstitusional. Buku tersebut berjudul “Intervensi 

Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan 

Reposisi Peradilan Agama di Indonesia”.9 Bab I buku tersebut, sebagai 

pendahuluan, membahas tentang pola hubungan agama-negara di Indonesia, 

kebebasan beragama di Indonesia dalam bayang-bayang intervensi negara, dan 

pengertian intervensi negara terhadap agama. Bab II membahas tentang kebebasan 

beragama dalam perpektif HAM. Bab II membahas tentang kebebasan beragama 

dalam perspektif Islam. Bab III membahas tentang dinamika pemikiran kebebasan 

beragama di Indonesia dan perwujudannya dalam konstitusi (UUD ’45, Konstitusi 

RIS, dan UUDS 1950) dan peraturan perundang-undangan (UU No. 1/PNPS/1965 

Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan 

Menteri Agama No. 70 Tahun 1970 tentang Penyiaran Agama, SKB No. 

01/Ber/MDG-MAG/1969 tentang Tata Cara Pendirian Tempat Ibadah, Instruksi 

Menteri Agama No. 8 Tahun 1979 tentang Pembinaan Organisasi dan Aliran-

aliran Keagamaan, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, 

dan UU  No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Bab V membahas 

tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Bab VI 

membahas tentang kewenangan intervensi negara terhadap kebebasan beragama 

(dalam hal ini tentang pengawasan aliran-aliran kepercayaan dan reposisi 

                                                 
9Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi 

Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia 
(Yogyakarta: UII Press, 2001). 
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peradilan agama). Bab VII merupakan penutup.10 Sebagaimana tampak dari 

rincian isi di atas, buku ini membahas rumusan masalah yang terlalu banyak 

sehingga pembahasannya terhadap pokok masalah terasa kurang mendalam. Buku 

tersebut tampaknya hanya merupakan deskripsi atas berbagai hal dengan analisis 

yang sangat minim. Yang relevan dengan penelitian penyusun hanya satu sub bab 

dari Bab IV dan satu sub dari Bab VI, yakni yang membahas UU No. 

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 

Namun, tentu saja, dalam sub bab-sub bab tersebut, UU  UU No. 1/PNPS/1965 

hanya dijelaskan materinya, penjelasan atas materinya, dan sedikit upaya 

pemerintah dalam menegakkannya.11   

        Sejauh penelusuran penyusun belum ada tesis atau skripsi yang secara 

spesifik memuat telaah politik hukum dan kebebasan beragama terhadap UU No. 

1/PNPS/1965. Yang sempat penyusun jumpai adalah sebuah skripsi yang 

membahas secara umum tentang kebijakan keagamaan pemerintah dan 

implikasinya terhadap aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa.12 Dalam skripsi tersebut, UU No. 1/PNPS/1965 hanya didaftar sebagai salah 

satu bentuk kebijakan pemerintah, tanpa dijelaskan panjang lebar apa materinya, 

apalagi dilacak latar belakang kemunculannya.13 

                                                 
10Ibid., hlm. x-xiii. 
11Lihat ibid., hlm. 119-120 dan 160-164. 
12Bejo Mujoko, “Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasinya terhadap Aliran-

aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo”, Sripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2005. 

13Skripsi tersebut membahas dua pokok masalah. Pertama, bagaimana pandangan 
pemerintah terhadap aliran-aliran kepercayaan dan perilaku ideal para penganut mereka 
sebagaimana tercermin dari peraturan-peraturan pemerintah. Kedua, bagaimana implikasi 
peraturan-perauran tersebut terhadap eksistensi dan perkembangan aliran-aliran kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo. Lihat Ibid., hlm. 8. 
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        Karya-karya di atas, selain karya Ahmad Baso, dalam telaah-telaahnya tidak 

pernah sampai pada penegasan terhadap motif kekuasaan di balik penerbitan dan 

pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 oleh pemerintah. Mereka tampak percaya 

begitu saja kepada niat baik dan tulus pemerintah untuk melindungi kesucian 

agama dan ketentraman penganut agama di balik penerbitan UU tersebut. Karena 

dianggap lahir dari niat suci pemerintah maka tidak dapat tidak bahwa keberadaan 

UU No. 1/PNPS/1965 pasti positif-produktif terhadap perlindungan kebebasan 

beragama dan berkeyakinan penduduk. Karya-karya di atas, oleh kerena itu, juga 

tidak mengkritisi kembali isi dan katakter UU No. 1/PNPS/1965 karena ia secara 

keseluruhan dianggap telah sesuai, adil, dan bijak.  Jika untuk mengungkap motif 

kekuasaan di balik pemunculan dan pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 Ahmad 

Baso berangkat dari perspektif relasi erat kekuasaan dan pengetahuan 

(power/knowledge), penyusun berangkat dari sudut pandang politik hukum. 

Perspektif politik hukum menghasilkan analisis yang lebih tajam karena selain 

sampai pada penegasan tentang motif politik di balik keberadaan sebuah UU juga 

sampai pada penjelasan tentang karakter material UU tersebut. 

         

E. Kerangka Teoritik 

        Untuk menganalisis pengaruh konfigurasi politik rezim Demokrasi 

Terpimpin terhadap karakter produk hukum UU No. 1/PNPS/1965 dan pengaruh 

karakter hukum UU tersebut terhadap perlindungan kebebasan beragama di 

Indonesia, penyusun menggunakan tiga teori: teori tentang konfigurasi politik 

negara/rezim, teori tentang karakter produk hukum dilihat dari konfigurasi politik 
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yang membentuknya, dan teori tentang hakikat kebebasan beragama dan batas-

batas pengaturannya yang diperkenankan.    

1. Konfigurasi Politik Negara atau Rezim 

        Dalam perbincangan ilmu politik ada dua jenis konfigurasi politik utama 

yang dapat dijumpai di sebuah negara atau rezim, yaitu elitisme 

(integralisme/totalitarianisme/otoritarianisme-birokratik) versus pluralisme 

(demokrasi). Elitisme adalah pandangan bahwa sejarah politik suatu negara atau 

rezim adalah sejarah dominasi elit. Dalam sebuah negara pasti muncul dua kelas 

utama, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas pertama, 

yang selalu berjumlah lebih sedikit, menjalankan semua fungsi politik, 

memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang muncul 

dari kekuasaan, di mana kelas kedua, yang berjumlah lebih banyak, diarahkan dan 

dikontrol oleh kelas pertama. Karakter semua negara, baik yang konsensual 

maupun otoritarian, dinamis maupun statis, legitimit maupun tidak legitimit, 

ditentukan oleh karakter elitnya.14 Dalam perspektif ini, kelas pertama diperankan 

oleh negara. Negara, sebagai kelas penguasa, dicirikan oleh tiga hal. Pertama, 

seperangkat lembaga dan personel tersendiri. Kedua, sentralisasi, dalam arti 

bahwa kekuasaan terpusat pada negara dan mengendalikan seluruh area yang 

dimilikinya. Ketiga, monopoli pembuatan kebijakan yang ditopang oleh monopoli 

sarana dan penggunaan kekerasan fisik.15 Elitisme, dalam diskursus ilmu politik, 

disebut juga sebagai integralisme (paham negara integralistik) atau otoritarianisme 

(rezim otoriter). Pluralisme (demokrasi) adalah corak politik yang menganut 
                                                 

14David Marsh dan Gerry Stokker (ed.), Theory and Methods in Political Science 
(London: Macmillan Press LTD, 1997), hlm. 228. 

15Ibid., hlm. 232. 
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pemisahan antara negara dan masyarakat sipil, pembedaan antara kekuasaan 

politik dan kekuasaan ekonomi, dan pengakomodasian beragam kepentingan 

dalam masyarakat.16 Dalam rezim pluralis, kekuasaan tidak memusat di satu pihak 

namun menyebar di banyak pihak, dan oleh karena itu peran negara adalah 

mengatur konflik-konflik kepentingan dalam masyarakat ketimbang mendominasi 

masyarakat demi mengejar kepentingannya sendiri.17       

        Dalam tataran yang lebih praktis, konfigurasi politik sebuah rezim dapat 

dikelompokkan ke dalam dua skema besar, yakni konfigurasi politik demokratis 

dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis adalah tata politik 

yang mengakomodir secara penuh partisipasi masyarakat dalam penentuan 

kebijakan umum. Partisipasi ini dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat yang 

dipilih secara berkala dalam suasana kesetaraan dan kebebasan politik. Dalam 

konfigurasi politik demokratis terdapat pluralitas partai politik dan organisasi 

masyarakat dengan keberadaan mereka yang relatif otonon dari campur tangan 

rezim.18 Konfigurasi politik otoriter adalah corak politik yang mendudukkan pihak 

pemerintah pada posisi sangat dominan dengan sifatnya yang intervensionis dalam 

menetapkan dan melaksanakan kebijakannya sehingga potensi dan aspirasi 

masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsianal.19 Dalam 

dominasi pemerintah yang semacam itu, lembaga perwakilan rakyat dan partai 

politik tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan lebih 

merupakan alat justifikasi (rubber stamps) bagi kepentingan pemerintah, 

                                                 
16Ibid., hlm 211. 
17Ibid. 
18Moh. Mahfud MD, Politik , hlm. 24. 
19Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Gama 

Media, 1999), hlm. 8.  
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sementara pres tidak dapat menjalankan perannya sebagai kontrol sosial politik 

lantaran selalu dalam pengawasan dan ancaman pembredelan dan kriminalisasi 

oleh pemerintah.20 

2. Karakter Produk Hukum 

        Karakter, sifat, atau watak produk hukum sebenarnya dapat dilihat dari 

beberapa sudut pandang (teori). Banyak identifikasi yang diberikan terhadap 

karakter hukum, seperti karakter hukum memaksa, tidak berlaku surut, umum, 

abstrak, imperatif dan fakultatif.21 Namun, menurut Moh. Mahfud MD, karakter 

produk hukum sebagai produk kebijakan politik dapat dibedakan secara dikotomis 

menjadi hukum responsif dan hukum ortodoks.22 Untuk membedakan antara 

kedua karakter produk hukum ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu proses 

pembuatan, fungsi, dan penafsirannya. 

        Dilihat dari proses pembuatannya, hukum responsif melibatkan partisipasi 

masyarakat, sementara hukum ortodoks pembuatannya bersifat sentralistik—lebih 

didominasi oleh lembaga kekuasaan. Ditilik dari fungsinya, hukum responsif 

bersifat aspiratif, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi 

masyarakat banyak, sedangkan hukum ortodoks bersifat positif-instrumentalis—

memuat materi-materi yang lebih mencerminkan pandangan sosial politik 

penguasa atau rezim dalam menjamin kepentingannya. Ditinjau dari 

penafsirannya, hukum responsif memberi celah yang sedikit saja bagi penguasa 

untuk menafsirkannya secara semena-mena lewat beragam aturan pelaksanaan, 

                                                 
20Ibid. 
21Moh. Mahfud MD, Politik¸ hlm. 22. 
22Ibid., hlm. 25-26. 
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sementara hukum ortodoks memberi banyak peluang bagi rezim untuk 

menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya sendiri.  

        Hukum yang lahir dari konfigurasi politik demokratis cenderung  

menampakkan karakternya yang otonom. Hukum berkarakter otonom, menurut 

Philippe Nonet dan Philip Selznick, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Mahfud 

MD, dicirikan oleh sepuluh hal,23 yaitu: pertama, tujuan hukumnya adalah 

kesahan; kedua, legitimasinya adalah tegaknya prinsip atau nilai-nilai; ketiga, 

bentuk aturannya sangat jelas/terperinci dan mengikat pembuat maupun mereka 

yang diatur; keempat, model penalaran hukumnya mengikatkan diri secara ketat 

kepada otoritas hukum dan kritis terhadap formalisme dan legalisme; keempat, 

diskresinya dibatasi oleh prinsip atau aturan tertentu; kelima, daya paksanya 

dikontrol oleh pembatasan-pembatasan hukum; keenam, otonom dari kekuasaan 

politik; ketujuh, menerima kritik hukum; kedelapan, mengutamakan moralitas 

hukum dan kelembagaan ketimbang moralitas kekuasaan dan komunal.   

        Hukum yang lahir dari konfigurasi politik otoriter cenderung akan 

menampakkan karakternya yang represif. Hukum berkarakter represif/menindas, 

menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. 

Mahfud MD, dicirikan oleh sepuluh hal,24 yaitu: pertama, tujuan hukumnya 

adalah ketertiban; kedua, legitimasinya adalah konservasi kekuasaan; ketiga, 

bentuk aturannya kurang tertata apik, tidak terperinci, dan mengikat pembuatnya 

secara lemah; keempat, model penalaran hukumnya bersifat ad hoc, 

partikuralistik, positivistik, dan lebih mengutamakan ketepatan prosedural 

                                                 
23Ibid.,hlm. 21. 
24Ibid.  
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ketimbang keadilan substantif; keempat, diskresinya sewenang-wenang 

(oportunistik); kelima, daya paksanya kuat karena pembatasan yang lemah; 

keenam, tunduk pada kekuasaan politik; ketujuh, menuntut kepatuhan yang tanpa 

syarat; kedelapan, menolak kritisisme; dan kesembilan, mengutamakan moralitas 

komunal (moralitas pemaksaan) ketimbang moralitas sipil. 

3. Kebebasan Beragama 

        Kebebasan beragama merupakan hak mendasar yang dilekatkan oleh Tuhan 

pada setiap individu sejak ia terlahir ke dunia. Dalam konteks Indonesia jaminan 

akan hak dan kebebasan beragama tersebut tercantum dalam dalam Pasal 28E ayat 

(1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 194525, Pasal 22 ayat 

(2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 18 Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak- 

hak Sipil dan Politik. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang 

bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan 

dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 

28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan 

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Hak untuk hidup, hak 

untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan 

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

                                                 
25Tim Redaksi Nuansa Aulia, UUD ’45 dan Amandemennya (Bandung: Penerbit Nuansa 

Aulia, 2006), hlm 27-29. 
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manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 29 ayat (2) 

UUD 1945 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu.” Pasal 18 Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan: “Setiap orang berhak atas 

kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan 

untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan 

kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di 

tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya 

dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.” 

        Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), dan Konvensi Eropa bagi 

Perlinduangan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Dasar (1950), ada 

delapan norma yang membentuk kebebasan beragama.26 Kedelapan norma 

tersebut adalah: norma kebebasan internal, norma kebebasan eksternal, norma 

tanpa paksaan, norma tanpa diskriminasi, norma hak-hak orang tua dan wali, 

norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum, norma pembatasan 

eksternal yang diperbolehkan, dan norma underogability (tidak dapat 

dihilangkan). 

                                                 
26Zakiyudin Baidhawi, Kredo Kebebasan Agama (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 4-14. 
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        Norma pembatasan eksternal menyatakan bahwa pembatasan dan 

pengurangan terhadap hak beragama dan berkeyakinan tetap dibenarkan dalam 

rangka menjaga keselamatan masyarakat, melindungi tatanan masyarakat, 

menjaga kesehatan masyarakat, menjaga moral, dan menjaga hak dan kebebasan 

orang lain.27 Pembatasan terhadap hak beragama dan berkeyakinan diperkenankan 

baik oleh UUD ’45, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maupun UU 

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil 

dan Politik. Pasal Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Dalam 

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis.” Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: “Hak 

dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh 

dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, 

kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Pasal 18 ayat (3) UU 

Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan: “Kebebasan menjalankan dan menentukan 

agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan 

berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, 

                                                 
27Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, “Permissible Restriction on Freedom of  

Religion or Belief,” dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G Tahzib-Lie (ed.), 
Faciliting Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, (Norwegia: Martinus Nijhoff Publishers, 
2004), hlm. 15-161, sebagaimana dikutip dalam Zakiyudin Baidhawi, Kredo, hlm. 15-20. 
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kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang 

lain.” 

 

F. Metode Penelitian 

        Ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), sebab data-data 

yang dikumpulkan dan dianalisis berasal dari bahan-bahan pustaka. Sebagai 

sumber data primer adalah UU No. 1/PNPS/1965, buku-buku tentang politik 

hukum, buku-buku tentang konfigurasi politik, dan buku-buku tentang kebebasan 

beragama. Sebagai sumber data sekunder adalah buku-buku yang menjelaskan 

latar sejarah kemunculan UU No. 1/PNPS/1965, buku dan tulisan tentang politik 

kolonial Belanda, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Orde Reformasi serta 

kebijakan-kebijakan keempat rezim pemerintahan tersebut terkait dengan soal 

agama dan keyakinan masyarakat. 

        Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam arti bahwa data terlebih dulu 

dijelaskan secara rinci untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis isi (content analysis)28 dan penarikan kesimpulan dengan cara 

deduksi maupun induksi. Deduksi adalah model penarikan kesimpulan yang 

bertitik tolak dari kaidah-kaidah umum, sementara induksi berangkat dari sebab-

sebab khusus atau contoh-contoh partikular. 

 

 

   
                                                 

28Metode analisis isi adalah model analisis kritis terhadap isi data primer dari sudut 
pandang normatif maupun sosio-historis; lihat Imam Suprayogi dan Thobroni, Metodologi 
Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 71-73.  
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G. Sistematika Pembahasan 

        Bab Pertama, sebagai pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Bab Kedua, sebagai pendalaman atas teori yang 

digunakan, membahas hukum sebagai produk politik dan kebebasan beragama 

sebagai hak asasi. Bab Ketiga, sebagai pengenalan terhadap UU yang dikaji, 

membahas isi, perkembangan, dan penerapan UU No.1/PNPS/1965. Bab 

Keempat, sebagai analisis, membahas konfigurasi politik di balik penerbitan dan 

pelestarian UU No. 1/PNPS/1965 dan pengaruh karakter hukum UU No. 

1/PNPS/1965 terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Bab 

Kelima, sebagai penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

        Dari telaah dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, penelitian ini 

menyimpulkan tiga hal sebagai berikut:  

1. UU No. 1/PNPS/1965 dilahirkan oleh sebuah rezim otoriter dan oleh 

karena itu karakter hukumnya bersifat represif. Pengawasan negara 

terhadap agama dan kepercayaan penduduk pada era Orde Lama, Orde 

Baru, dan era-era setelahnya merupakan kelanjutan dan pereproduksian 

dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap tarekat dan 

kepercayaan lokal dalam rangka menundukkan masyarakat dan 

mengamankan kepentingan kekuasaan rezim.  

2. Karena karakter hukumnya yang represif itulah maka keberadaan UU No. 

1/PNPS/1965 bersifat kontraproduktif terhadap perlindungan kebebasan 

beragama di Indonesia.  

        Meskipun sederhana penelitian ini dapat digolongkan sebagai bentuk 

penelitian hukum kritis. Gerakan studi hukum kritis perlu terus didorong 

dalam rangka menandingi dominasi rezim positivisme hukum di ranah 

akademik maupun penegakan hukum. Gerakan studi hukum kritis 

menyumbang banyak dalam menunjukkan anomali dan krisis yang terjadi 

dalam rezim positivisme hukum. Kritik dan gugatan yang dihasilkan oleh 
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gerakan studi hukum kritis pada etape selanjutnya juga akan mencegah 

timbulnya malpraktek hukum (malpractice of law).         

 

B. Saran-saran 

1. Kesimpulan penyusun bahwa UU No. 1/PNPS/1965 adalah bentuk 

campurtangan pemerintah yang kontraproduktif dengan jaminan 

kebebasan beragama di Indonesia akan semakin empiris dan meyakinkan 

jika ditambah analisis yang agak mendalam terhadap proses peradilan dan 

putusan hakim terkait dengan bebarapa kasus “penodaan agama”. Dari 

analisis terhadapnya, diharapakan dapat terlihat lebih jelas sejauh mana 

penerapan UU tersebut memang menciderai kebebasan beragama dan 

berkeyakinan seseorang atau sebuah komunitas. Analisis tersebut juga 

akan dapat menggambarkan secara jelas dan “live” karakter-karakter  

represif  UU tersebut. Telaah terhadap proses peradilan dan putusan hakim 

terhadap beberapa kasus “penodaan agama” dapat dibatasi pada kasus-

kasus yang terhitung baru agar bahan-bahannya lebih mudah didapatkan. 

Penelitian terhadap proses peradilan dan putusan hakim terhadap beberapa 

kasus “penodaan agama” juga dapat dilakukan untuk membantah 

kesimpulan penyusun.   

2. Sebenarnya pengawasan pemerintah terhadap aliran agama dan 

kepercayaan tidak resmi juga digerakkan oleh persaingan kepentingan 

antara agama dan kepercayaan resmi dan tidak resmi. Pengawasan negara 

tersebut diboncengi oleh upaya agama dan kepercayaan resmi untuk 
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meminggirkan dan bahkan membasmi agama dan kepercayaan tidak resmi. 

Persaingan itu tampak sejak dari pembentukan departemen agama, 

pendefinisian agama, pendataan dan pengawasan terhadap aliran 

kepercayaan, hingga pada ancaman kriminalisasi terhadap para pelaku 

penodaan ajaran agama resmi. Telaah terhadap persaingan dua kubu itu 

merupakan bahasan yang cukup menarik yang akan melengkapi dan 

mempertajam analisis penelitian ini. Namun tampaknya bahan-

bahan/dokumentasi lisan maupun tertulis untuk membuktikan adanya 

persaingan tersebut tidak mudah didapatkan karena selain langka juga 

karena tema itu sendiri yang sepertinya tabu untuk dibicarakan.  

3. Jika penelitian ini mengusulkan pencabutan atau minimal perevisian 

terhadap UU No. 1/PNPS/1965 maka sebagai solusi untuk mengatasi 

kasus-kasus yang menurut common sense masyarakat luas jelas-jelas 

merupakan penodaan dan penghinaan terhadap agama atau kepercayaan 

tertentu beserta segenap atribut dan simbol-simbolnya penelitian ini lebih 

menganjurkan penggunaan pasal-pasal dalam Bab V Buku II KUHP 

tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum” selain Pasal 156a, yakni 

dapat menggunakan Pasal 156 atau Pasal 175-181  KUHP.   
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